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ABSTRAK

Nama : Muhammad Rahmat Wandy

NIM : 190604118

Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ I[lmu Ekonomi
Judul : Pengaruh ~Alokasi Dana Desa dan

Transparansi  Pengelolaan Dana  Desa
Terhadap Kesejahteraan. Masyarakat Kota

Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI., MA

Alokasi dana desa bertujuan untuk membiayai program pemerintah
desa dalam hal pemberdayaan dan kegiatan kelembagaan.
Pengelolaan keuangan desa yang efektif serta digunakan untuk
kepentingan masyarakat, akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh alokasi
dana desa dan transparansi pengelolaan terhadap kesejahteraan
masyarakat di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian
yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pertama, variabel alokasi dana desa memiliki
nilai t lebih besar dari t tabel (2.905>1,98580), berarti variabel
alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kedua, variabel transparansi pengelolaan dana desa (X2) memiliki
nilai t lebih besar dari t tabel (2.527>1,98580), berarti variabel
transparansi  pengelolaan dana . desa . berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat. Ketiga, secara simultan kedua variabel
berpengaruh = positif dan signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat Banda Aceh. Hal itu berdasarkan nilai F hitung sebesar
4.909, nilai ini jauh lebih besar dari F tabel yaitu 2,70 atau Fhitung
4.909 > Ftabel 2,70.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Transparansi Pengelolaan Dana
Desa, Kesejahteraan Masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan
sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan,
kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap
warga Negara untuk megadakan wusaha-usaha pemenuhan
kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri,
rumah tangga serta masyarakat. Sejahtera merupakan suatu kondisi
manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan Makmur, dalam
keadaan sehat, dam damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu
orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang
dimilikinya. Para ahli ekonomi.melihat kesejahteraan sebagai
indikasi dari pendapatan individu (flowofincome) dan daya beli
(purchashing of power) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini,
konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena
dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran
ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi
kemiskinan (Ibrahim dkk, 2023).

Kesejahteraan  masyarakat merupakan suatu konsep
multiindikator ~ yang  menunjukkan  ukuran  keberhasilan
pembangunan di suatu wilayah. Kesejahteraan masyarakat
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma
pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil

jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesejahteraan
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masyarakat suatu negara dari sudut pandang ekonomi diukur
melalui instrumen pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Menurut Sunarti dalam Pradana dkk. (2022),
kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial,
material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan,
kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap
warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan
kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri,
rumah tangga serta masyarakat.

Kesenjangan dalam kehidupan masyarakat diakibatkan oleh
keberhasilan = pembangunan ekonomi yang tanpa disertai
peningkatan kesejahteraan ~masyarakat Tang dkk. (2022).
Permasalahan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama
yang diperlukan dalam pembangunan regional. Secara teoritis,
kesejahteraan memiliki keterkaitan erat dengan teori Pertumbuhan
Ekonomi Regional. Teori ini menjelaskan bahwa pentingnya
pertumbuhan ekonomi merupakan faktor pendorong dalam
peningkatan kesejahteraan di suatu wilayah. Hal ini disebabkan oleh
pertumbuhan ekonomi tersebut dapat membuka lapangan kerja,
pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan
pendapatan yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup
masyarakat (Muharja, 2023).

Perekonomian suatu negara sejatinya selalu mengalami

perubahan setiap tahunnya karena adanya kegiatan perekonomian



yang berlangsung serta diupayakan semakin meningkat dari periode
sebelumnya. Keberhasilan suatu negara dalam mengelola sumber
daya yang dimiliki dilihat dari besar kecilnya pendapatan yang
diperoleh digambarkan dari laju pertumbuhan ekonomi yang
semakin meningkat setiap tahunnya. Semakin besar pendapat yang
diperoleh juga akan _menggambarkan  kondisi kesejahteraan
masyarakatnya. Tingkat pendapatan suatu negara juga akan
menunjukkan bagaimana kondisi serta tingkat pertumbuhan
ekonominya. Pada dasarnya, manfaat dari adanya peningkatan
pertumbuhan ekonomi tidak seclamanya dapat dirasakan oleh
seluruh masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia kerap
mengalami berbagai masalah dari ketidakstabilan pertumbuhan
ekonomi seperti adanya kesenjangan pendapatan yang tinggi antar
masyarakatnya yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat
sehingga akan berpengaruh pula pada tingkat kesejahteraan
masyarakat Sutan dkk. (2023).

Persoalan pembangunan di Indonesia yang paling mendasar
adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan yang tak
kunjung usai di berbagai daerah. Perhatian khusus terhadap
penanggulangan kemiskinan menjadi fokus dari program-program
kerja di seluruh daerah. Kemiskinan membuat proses pembangunan
banyak mengalami permasalahan dan hambatan dengan tumbuhnya
penyakit sosial ekonomi di dalam masyarakat (Arfiansyah, 2020).

Angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 turun.

Upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai



program yang terintegrasi antara lain program penanggulangan
kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan
masyarakat dan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan
berbagai tingkat pemerintahan daerah. Salah satu upaya pemerintah
daerah dalam panggulangan kemiskikan yaitu melalui berbabagai
program bantuan lain, melalui strateginya dalam pemberian bantuan
social, diantaranya PKH (Program Keluarga Harapan), BLT
(Bantuan Tunai Lansung), BSB (Bantuan Sosial Beras), KIP (Kartu
Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), bantuan untuk
usaha mikro dan kecil dan sebagainya (Sitepu dkk, 2022).

Pembangunan berbasis perdesaan memiliki peranan penting
dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara. Desa
menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan negara karena
masyarakat secara mayoritas tinggal di dalamnya. Pembangunan
desa akan mempercepat penurunan angka kemiskinan dan
kesenjangan antar wilayah berkurang. Sebagai solusi  bagi
perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis
pembangunan. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia
melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah
pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam
kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa
menjadi kewenangaan desa, termasuk dalam hal pengelolaan
keuangan desa (Arfiansyah, 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa



yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
menjadikan desa sebagai prioritas pembangunan nasional. Tujuan
utama dari undang-undang desa untuk meningkatkan kemandirian
desa melalui program dan kegiatan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa: Undang-undang tersebut telah
menggeser pendekatan pembangunan terhadap desa dari objek
pembangunan menjadi subjek pembangunan.

Prioritas pembangunan desa melalui dana desa menggeser
pusat tata kelola pemerintahan dari pusat berpindah dan
berkembang di daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan
percepatan pembangunan serta pertumbuhan daerah menjadi tujuan
utama perpindahan tata kelola pemerintahan. Desentralisasi tidak
hanya hirarki pemerintahan tetapi desentralisasi fiskal pemerintah
pusat ke pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun
pemerintah desa. Desentralisasi fiskal sebagai kosekuensi otonomi
daerah memberikan kewenangan  pemerintah desa dalam
pengelolaan keuangan desa untuk membelanjakan anggarannya
yang berorientasi pada  kepentingan @ publik  khususnya
penanggulangan kemiskinan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMGQG)
Provinsi Aceh menyebutkan sebanyak 12 kabupaten/kota telah
menuntaskan pencairan Dana Desa 2024 melalui berbagai program
pemberdayaan ekonomi, bantuan langsung tunai (BLT), hingga
ketahanan pangan masyarakat. Kepala DPMG Aceh mengatakan,

12 daerah yang sudah rampung 100 persen pencairan Dana Desa



di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Barat, Banda Aceh,
Simeulue, Sabang, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Bener Meriah,
Gayo Lues, Subulussalam, Aceh Singkil, dan Bireuen. Tahun
ini, Aceh mendapat alokasi total Dana Desa sebesar Rp4,95
triliun, termasuk insentif Dana Desa 2024 yang diperuntukkan
bagi 6.497 desa yang tersebar di seluruh Aceh. DPMG Aceh
mencatat 12 daerah yang sudah menuntaskan pencairan Dana
Desa yaitu Pidie Jaya dengan total Rp169,16 miliar untuk 222
desa, Aceh Barat Rp236,11 miliar untuk 321 desa, Banda Aceh
Rp77 miliar untuk 90 desa, Simeulue Rp106,57 miliar untuk 138
desa, Sabang Rpl5,63 miliar untuk 18 desa. Selanjutnya,
Kabupaten Aceh Jaya Rpl128 miliar untuk 172 desa, Aceh
Selatan Rp196,33 miliar untuk 260 desa, Bener Meriah
Rp173,10 miliar untuk 232 'desa, Gayo Lues Rp110,59 miliar
untuk 136 desa, Subulussalam Rp69 miliar untuk 82 desa, Aceh
Singkil Rp96,52 miliar untuk 116 desa, dan Bireuen Rp462,2
miliar untuk 609 desa. Sementara realisasi Dana Desa di 11
kabupaten/kota lainnya rata-rata sudah di atas 99 persen, bahkan
ada yang 99,99 persen seperti Kabupaten Nagan Raya.

Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Desa
diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya dan potensi
yang ada dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejateraan

masyarakat dan ternagkat dari kemiskinan. Dengan anggaran dana



desa, desa memiliki kesempatan mengembangakan ekonomi
masyarkat, melalui pelatihan dan pemasaran hasil produk
masyarkat, pengembangan usaha pertenakan, pertanian atau
perkebunan masyarakat, pengembangan kawasan wisata,
pembentukan BUMDes. Dengan penggunaan dana desa tersebut,
masyarkat desa dapat meningkat perekonomiannya dan terangkat
dari kemiskinan (Arfiansyah, 2020).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur melalui
PDB. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi diukur dengan
melalui PDB tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.
Pengukuran ini tidak dapat dilakukan setiap waktu, karena
ketidakpastian data yang tersedia sebagai indikator pengukuran.
Oleh karena itu, data yang dikumpulkan berbentuk triwulan ataupun
data pertahun. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif setiap
tahunnya menimbulkan banyak pertanyaan mengapa hal tersebut
bisa terjadi. Menurut pandangan para ekonom klasik, terdapat
banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti
jumlah penduduk, jumlah persediaan barang modal, luas lahan dan
kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang dianut Sutan dkk.
(2023).

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di bawah
kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa sebagai organisasi
pemerintah menjadi tolok ukur dalam mencapai keberhasilan dari
segala urusan pemerintah. Keberadaan desa memiliki kedudukan

yang sangat penting karena sebagian besar wilayah Indonesia



berada di pedesaan sehingga harus mendapat perhatian khusus
untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah
pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,
kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat
disimpulkan bahwa desa mendapat wewenang untuk mengatur dan
mengelola pemerintahannya sendiri sehingga pemerintah desa
memiliki tanggung  jawab  terhadap pengembangan desa.
Pertanggungjawaban yang . dimaksud 'salah satunya adalah
pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa (Khasanah
dan Marisan, 2022).

Keberadaan desa’ secara yuridis' formal diakui dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Berdasarkan ketentuan ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan



dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai
suatu organisasi yang secara politis memiliki kewenangan untuk
mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Pemerintah
daerah diberikan hak untuk mengembangkan desa sesuai dengan
hakhak kolektif desa. Posisi tersebut desa memiliki peran yang
sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional
secara luas (Rahayu, 2017).

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan
darisegala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan
apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut
sensus terakhit pada tahun 2010 bahwa sekitar 50,21% atau
sebgaian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal
di kawasan pemukiman pedesaan (BPS, 2015). Maka menjadi
sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama
bagi kesuksesan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan
perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencangkup;

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal
usul desa;

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan Urusan pemerintahan



lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan
kepada desa.

Jika dilihat dari masalah kesejahteraan msyarakat dan juga
pembangunan pada desa maka bantuan-bantuan pada masyarakat
seperti BLT, PKH, posyandu dan bantuan lainnya meupakan faktor
yang dapat mempengaruhi kesejahteraan suatu desa. Program atau
bantuan yang di berikan oleh pemerintah, Bantuan Langsung Tunai
atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis
pemberian vang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat
(conditionalcash transfer) maupun tak bersyarat (unconditionalcash
transfer) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali
memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh
negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme
yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung
kebijakan pemerintah di negara tersebut (Ibrahim dkk., 2023).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah alokasi untuk membiayai
sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan
pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan
aparatur pemerintah desa, serta pemberian dana pembangunan
infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut,
pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang
digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu
hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung

proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya
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kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan
penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Magal dkk., 2021).

Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang
diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.
Alokasi Dana Desa mengandung makna bahwa desa memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri, - yang menyangkut peranan pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di
tingkat desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan
manfaat yang sebesarbesarnya dengan memprioritaskan kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat
mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan
berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar
masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang
dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya.

Alokasi Dana Desa juga dimaksudkan untuk membiayai
sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan
pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan
aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan

infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut,
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pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang
digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu
hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung
proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya
kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan
penerimaan Alokasi Dana Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa
juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan
memprioritaskan - kegiatan pembangunan dan - pemberdayaan
masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta
lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan
sebagian besar masyarakat desa (Kusumawardani dan Alfiyah,
2022).

Alokasi dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan
infrastruktur dan pemberdayaan demi meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Hanya saja faktanya tingkat kesadaran masyarakat
untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh alokasi dana
desa masih dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan karena
tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Hal ini juga
disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari
pemerintah dan masyarakat yang kurang. Oleh karena itu, perlu
diketahui sejauh mana pengelolaan Dana Desa dalam program desa
sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat
dan daerah bisa membantu program desa dan tujuan pemerintah

terwujud demi kesejahteraan masyarakat.
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Selain anggaran dana desa yang didapatkan oleh desa,
masalah pengelolaan keuangan desa juga dapat mengukur suatu
kesejahteraan masyarakat desa, salah satu nya transparasi terhadap
pengelolaan dana desa. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah
dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga
dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan
menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah
dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang
bersih, efektif, akuntabel, dan responsife terhadap aspirasi dan
kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2002). Transparansi diartikan
pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya mengungkapkan
hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada masyarakat
luas, sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat
mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang
keuangan daerah. Dalam hal ini, semua kegiatan yang berkaitan
dengan pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua
unsur yang berkepentingan, terutama masyarakat di wilayahnya
(Khasanah dan Marisan, 2022).

Transparansi (keterbukaan) merupakan salah satu prinsip
yang harus digunakan dalam mengelola keuangan desa. Mengingat
dana yang diterima oleh desa jumlahnya tidak sedikit dan setiap
tahun bertambah maka dibutuhkan keterbukaan dan kemudahan
akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai

keuangan desa. Pengelolaan keuanagan desa harus dilaksanakan
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secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan
dalam peraturan desa (PERDES). Pengelolaan keuangan desa yang
akuntabilitas dan transparan memiliki dampak positif dalam
mencapai  kesejahteraan masyarakat karena meningkatkan
pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Demi
terwujudnya akuntabilitas-dan transparansi pengelolaan keuangan
desa juga dibutuhkan aparatur pemerintah desa yang handal agar
pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih terarah dan akuntabel
(Khasanah dan Marisan, 2022).

Transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintah
desa dimaksudkan sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan terbuka. Prinsip transparansi menjamin
setiap orang agar memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintah yang dapat dijangkau publik. Pengelolaan keuangan
desa dimulai dari perencaaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban, semuanya harus dilaksanakan
dengan berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipasif serta
dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri 113
tahun 2014).

Adanya transparansi pengeloaan keuangan dana desa akan
membuat tingkat penyimpangan, penyelewengan dan tindakan
korupsi menjadi lebh minim, karena masyarakat bias
memantau/mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh aparatur desa
terkait pengelolaan keuangan desa sehingga kecenderungan aparatur

desa untuk berbuat curang menjadi lebih kecil. Apabila pengelolaan
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keungan desa dilakukan dengan dan sesuai yang diharapkan, tentu
dana desa tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat
desa, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi
(Wardani dan Utami, 2020).

Kajian mengenai keterkaitan antara Alokasi Dana Desa
dengan kesejahteraan masyarakat desa telah diteliti oleh beberapa
penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh
Ibrahim dkk, (2023) menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat desa dan pada penelitian. Khasanah dan Marisan (2022)
menjelaskan bahwa variabel transparansi berpengaruh negatif
tehadap kesejahteraan masyarakat desa. Perbedaan hasil yang
dilakukan oleh penelitian terdahulu, membuat peneliti ingin
melakukan penelitian yang sama umtuk mengetahui bagaiman
pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa
yang ada di Desa Neusu Jaya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul
“Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Transparansi Pengelolaan
Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Banda
Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dapat dibuat

rumusan masalah sebagi berikut:
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1.3

14

Bagaimana pengaruh alokasi dana desa (ADD) terhadap
kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh

Bagaimana transparansi pengelolaan alokasi dana desa
(ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Banda
Aceh

Bagaimana pengaruh alokasi dana desa (ADD) dan
transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap
kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa (ADD)
terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh
Untuk mengetahui transparansi pengelolaan alokasi dana
desa (ADD) terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kota
Banda Aceh

Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa (ADD) dan
transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan
Masyarakat di Kota banda Aceh

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan
bagi perkembangan ilmu ekonomi serta menambah kajian
ilmu ekonomi serta menambah kajian ilmu ekonomi
khususnya dalam ekonomi pembangunan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk
masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu,

penelitian ini juga penelitian ini dapat membantu pihak-
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pihak lain dalam penyajian informasi terkait pengadaan
penelitian yang serupa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi
lembaga-lembaga yang terkait dalam pengambilan kebijakan

mengenai pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan

transparansi dana.d

AR-RANIRY
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